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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.83/Menhut-II/2014

TENTANG

PEMINJAMAN JENIS SATWA LIAR DILINDUNGI KE LUAR NEGERI

UNTUK KEPENTINGAN PENGEMBANGBIAKAN (BREEDING LOAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa, diatur bahwa lembaga
konservasi mempunyai fungsi utama
pengembangbiakan dan penyelamatan tumbuhan dan
satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian
jenisnya;

b. bahwa pemenuhan kebutuhan satwa liar untuk
kegiatan pengembangbiakan dan penyelamatan satwa
liar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan
melalui mekanisme tukar menukar dengan lembaga
konservasi luar negeri;

c. bahwa tukar menukar dengan lembaga konservasi luar
negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum
berjalan efektif terutama bagi lembaga konservasi luar
negeri yang tidak memiliki keanekaragaman dan nilai
konservasi satwa liar yang seimbang dengan negara
Republik Indonesia, sehingga diperlukan mekanisme
peminjaman satwa liar;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka
perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan
tentang Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Ke
Luar Negeri Untuk Kepentingan Pengembangbiakan
(Breeding Loan);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman
Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3556);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3803);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
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Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5217);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5506);

11. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang
Pengesahan Convention on International Trade in
Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora;

12. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang
Satwa dan Bunga Nasional;

13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014;

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-
II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam sebagai
Otorita Pengelola (Management Authority) CITES di
Indonesia;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-
II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan
Satwa Liar;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-
II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau
Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa
Liar;
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17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-
II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa
Liar;

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 779);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-
II/2012 tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 747);

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-
II/2013 tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen
Tumbuhan Dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PEMINJAMAN JENIS SATWA LIAR DILINDUNGI KE LUAR
NEGERI UNTUK KEPENTINGAN PENGEMBANGBIAKAN
(BREEDING LOAN).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang
konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (ex-situ),
baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

2. Satwa liar yang dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang
hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang
dilindungi.

3. Peminjaman satwa liar dilindungi untuk kepentingan
pengembangbiakan (Breeding Loan) adalah peminjaman satwa liar
dilindungi dari lembaga konservasi dalam negeri kepada lembaga
konservasi luar negeri untuk mendukung upaya pelestarian dan
pengembangbiakan non-komersial serta perbaikan genetik atau
penambahan darah baru (fresh blood) dengan kompensasi.



2014, No.14445

4. Kontribusi adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh lembaga
konservasi luar negeri kepada lembaga konservasi dalam negeri sebagai
akibat dari kegiatan peminjaman satwa liar dilindungi ke luar negeri.

5. Pengembangbiakan non-komersial adalah perbanyakan individu satwa
liar dalam lingkungan buatan dan/atau semi alami yang terkontrol
dengan tetap mempertahankan kemurnian genetik dan jenisnya.

6. Appendix I CITES adalah daftar yang memuat jenis-jenis yang telah
terancam punah (endangered) sehingga perdagangan internasional
spesimen yang berasal dari alam harus dikontrol dengan ketat dan
hanya diperkenankan untuk kepentingan non komersial tertentu
dengan izin khusus.

7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Kehutanan.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan
bertanggung jawab di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi
Alam.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Balai
Besar Konservasi Sumberdaya Alam atau Balai Besar Taman Nasional,
Balai Konservasi Sumberdaya Alam atau Balai Taman Nasional.

BAB II

PEMINJAMAN SATWA

Pasal 2

Peminjaman jenis satwa liar kepada Lembaga Konservasi luar negeri untuk
kepentingan pengembangbiakan (breeding loan) dimaksudkan untuk:

a. pelestarian dan pengembangbiakan (breeding) non-komersial;
dan/atau

b. perbaikan genetik atau penambahan darah baru (fresh blood) bagi
satwa sejenis yang menjadi koleksi lembaga konservasi luar negeri.

Pasal 3

(1) Peminjaman jenis satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan satwa koleksi asli Indonesia dan/atau termasuk dalam
daftar Appendix I CITES yang berasal dari lembaga konservasi.

(2) Jenis satwa liar dilindungi yang menjadi koleksi di lembaga konservasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keturunan pertama
(F1) atau keturunan berikutnya.


